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SURAT 1ZIN KIKPALA

DINAS PEENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATIEN SUKALUIMI

NOMOR : PM.05.01/42.83 [DPMITEP /2023
TIENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINIESPS TP TIERATAL I
KECAMATAN JAMPANGTIENGATT KABUPATIEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATIEEN SUKABUMI

bahwa Setinp orang berhale mendapatian pendidilam, dan merapalam

tangpung jawab pemerintoh, masyaralat dan Keluargn;

b, bahwa dalam rangka meninglatlam pactisipost moanyoaradat antale
menyelenpparakan Pendidilnn Anale Unine Dini 8PS TP TERATAL 11
beralnmat Kp. Padobeunpghoar RT.000 RW.002 Detnn Padabeunghor
Kecamatan :lllIIl])IIllﬂlt'llﬂll]I;

c. bahwn semun persyaraton lzin Operntional Nomor
400.3.6.6/8226/Bid . KPML/2023 telaly terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf o, hural b, dan hural ¢ perdu di
tetnpkan Surat lzin Kepala Dinas Penanaman Modal doan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi,

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentulan
Dacrah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkunpgan Provinsi Djowa DBacal
(Berita - Nepara  Republik  Indonesin tangpal - 8 Apustus 1950)
sebagaimana telah diubah denpan Undang Undang, Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang denpan menpubah Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 1950
tentang, Pembentukan Dacrah-Dacrah Knbupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Neparn Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nepara Republile Indonesin
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tlentang Sistem Pendidilan
Nasional (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesin Nomor 4302);

3. Undanpg-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan
Peraturan  Perundang-undanpgan  (Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambohan Lembaran Nepora
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintnhan
Dacrah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesino Nomor H587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang;
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang, Perubahan Kedun Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintnhan Daernh
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesin Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Republik Indonesin Nomor 5679);

5. Peraturan Mentert Pendidikan  Nasional  Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman  Pendirtan, Perubahan dan Penutupan satuan
pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republike Indonesin
Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayann Nomor 25 Tahun

2018 tentang Perizinan Berusaha Terinteprasi Secarn Blektromlk

Scktor  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Berita - Nepara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 8906);

Menimbang @

Mengingat

7.Peraturan Bupati....
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) 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor
67);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2021 Nomor 79);

10 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1 Rekomendasi Camat Jampangtengah Nomor: 400.3.2/535-Sekret;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor
400.3.6.6/8226/Bid.KPML/2023.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP TERATAI II

KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI

KESATU . Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP TERATAI
Il yang beralamat Kp. Padabeunghar RT.006 RW.002 Desa Padabeunghar
Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk
menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) tahun 2023 dengan Nama Kepala Sekolah HANI PURWATI;

KEDUA . Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA . Surat lzin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun
Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan ....4%...fopéember ... .. 2027.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada-Tanggal : /5 JSeotember 2023
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Pembina Tk. 1. IV/b
NIP.197411011993031002
Tembusan .

1. ¥Yth. Bupati Sukabumn,

2 Yith Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi,

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Yih. Camat Jampangtengah,
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